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nya cuma bisa gigit jari. Akhir Juli la-

lu, Rapat Paripurna Dewan Perwakil-
an Rakyat akhirnya menunda pengesahan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Pembentukan Provinsi Kepri hingga akhir
Agustus nanti. Padahal, pengesahannya ting-
gal menghitung hari.

Ditengarai, kegagalan itu berasal
dari para petinggi Provinsi Riau yang
masih tak berkenan Kepri memi-
sahkan diri. Gubernur Riau Saleh
Djasit, begitu pula DPRD Riau, tak
memberikan persetujuan, bahkan
menentang aspirasi yang terus tum-
buh di Kepulauan Riau. Berbeda de-
ngan pembentukan Provinsi Banten
dan Bangka Belitung yang lancar,
pembentukan Provinsi Kepri men-
cuatkan banyak pertentangan. Ma-
lah, beberapa daerah yang masuk da-
lam wilayahnya, seperti Batam, Ka-
rimun, dan Natuna, juga tak berke-
nan. Mereka menganggap Kepri be-
lum saatnya menjadi provinsi. Sebab,
untuk pembentukan daerah otonom
saja mareka masih harus banyak 5
belajar. g
Padahal, usulan pembentukan Pro- §
vinsi Kepri kabarnya ditukangi para *

‘ etelah menunggu setahun, masya-
rakat Kepulauan Riau (Kepri) akhir-

politisi dari Jakarta. Secarakasatma- [JJJEPROTESW

ta, bisnis penambangan pasir adalah sa-
lah satu alasannya. Walaupun telah berlang-
sung belasan tahun, bisnis ini ternyata tak per-
nah redup. Negeri tetangga, Singapura, masih
memerlukan 1,8 miliar meter kubik pasir un-
tuk reklamasi pantainya hingga 2010. Dari 235
juta meter kubik ekspor pasir sepanjang ta-
hun, cuma 43 juta meter kubik yang resmi. Si-
sanya, masuk kantong pengusaha, atau di-
sikat penambang liar.

Nal, sejak munculnya Keputusan Presiden
(Keppres) RI No. 33/2002 tentang Pengen-

dalian dan Pengusahaan Pasir Laut, para ke-
pala daerah jadi ketiban rezeki. Dalam kep-
presitu, para pengusaha wajib meminta restu
gubernur atau bupati. Rekomendasi dua peja-
bat itu diwajibkan untuk mendapatkan izin da-
ri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Ne-
geri Departemen Perindustrian dan Perda-
gangan. Sejak disahkan Mei lalu, setidaknya

20 permohonan izin pertambangan pasir su-
dah mampir ke meja Gubernur Riau, Bupati
Karimun, Wali Kota Batam, dan Bupati Kepri.

Dengan menjadi provinsi tersendiri, maka
tata niaga pasir bisa disusun ulang. Dengan
menyokong Kepri, para pengusaha bisa aman
berinvestasi sebagai pemasok pasir untuk
Singapura. Selain ity, izin kuasa penambang-
an (KP) pasir yang sebelumnya dimiliki peme-
rintah provinsi juga ikut berpindah ke Kepri.
Nilainya tak kurang dari Rp 1,3 miliar per KP.

Ikangi pejabat Jokarta.

epulauan Riau bisa hidup makmur dari pasir dan sumber daya alam. Tapi kini,
¥ rezeki itu cuma menguntungkan petinggi Jakarta?

Padahal, jumlahnya lebih dari seratus KP. Bila
diperpanjang, tentu harus mengeluarkan duit
dari kocek lagi.

Tapi, sekali lagi, yang dmnlungkdn adalah
pemain bisnis dari Jakarta. Disebut-sebut Ri-
cardo Gelael dan Iskandar Di Nata yang su-
dah lama bergelut bisnis pasit di sana. Ditam-
bah beberapa tokoh nasionakyang dekat de-
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ngan Bupati Kepri, Huzrin Hood.

Bila dibandingkan dengan provinsi baru se-
perti Banten, Bangka, Belitung, dan Goronta-
lo, sumber daya alam Kepri‘memang cukup
berlimpah. Yang bisa diandalkan, di antara-
nya, bahan tambang dan galian seperti bauk-
sit di Pulau Bintan, dengan perkiraan deposit
3.515 juta ton; batu granit di Lingga, Bintan,
dan Smkep dengan per l\n aan (lop(mt 873 juta
meter kubik.

Belum lagi pasir laut dan darat untuk pa-
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sokan ke Singapura. Pada 2001, komoditas pa
sir itu menyumbang Rp 90 miliar dari 30 juta
meter kubik pasir ekspornya. Kepri juga me-
miliki tambang timah di Pulau Singkep dengan
perkiraan deposit 200 ribu ton. Lantas, ada gas
di Natuna dengan perkiraan deposit 46 triliun
kaki kubik. Untuk perikanan, Kepri juga meng-
hasilkan produk 133.427,6 ton per tahun atau
32,72 persen dari total produksi Riau.

Sektor pariwisata juga lumayan. Misalnya,
pariwisata laut dan pantai di Lagoi yang mem-
Lerikan sumbangan pendapatan asli daerah .
(PAD) sebesar Rp 40 miliar per tahun. Itu be-
lum termasuk potensi wisata di Pulau Penye-
ngat, Pulau Rempang, Galang, dan Kota Ba-
tam. Selain itu, jumlah industri menengah dan
besar yang beroperasi di Batam mencapai 230
dari total 368 pabrik di seluruh Riau.

Tapi, meskipun berlimpah, dibandingkan de-
ngan Riau, sumber daya alam Kepri masih ka-
lah. Sebab, minyak bumi yang tersebar di Ka-
bupaten Siak, Bengkalis, Pelawan, Kampar,
dan Dumai memberikan hasil tak kurang dari
Rp 59,14 triliun atau 60 persen dari total pro- .
cluksi nasional. Riau daratan juga punya bahan
galian pasir, batu bara, hutan produksi seluas
3,84 juta hektare, serta lima sungai yang bisa
dimanfaatkan untuk PLTA dan pelayaran.

Ditambah lagi, pengelolaan Kepri yang be-
lum optimal. Tiga wilayah Kepri—seperti Ba-
tam, Karimun, dan Natuna—belum menun-
jukkan hasil memadai. Untuk tahun ini, Kepri
diproyeksikan menyumbang ke Riau daratan
sebesar Rp 82,267 miliar. Sebaliknya, peneri-
maan Kepri yang berasal dari Riau daratan
jauh lebih besar, yakni Rp 482,503 miliar, itu
pun masih ditambah dengan Rp 137 miliar be- ‘
rupa alokasi proyek pembangunan Provinsi
Riau. Artinya, Kepri menerima Rp 619,503
miliar dari Riau dan cuma menghasilkan Rp
82,267 miliar dari hasil sendiri.

Apalagi, jika masalah klasik sumber daya

nanusia juga menjadi hitungan. Jangankan

berbicara kualitas, untuk kuantitas saja ke-

dodoran. Kabupaten Karimun yang baru di-

mekarkan saja cuma terisi 148 eselon dari
jumlah 614 eselon yang seharusnya ada untuk

22 unit di ingkat dua. Untuk provinsi dibutuh-

kan sekitar 700—1.000 eselon pegawai negeri

sipil (PNS) di 11 unit yang seharusnya ada. Se-

lain itu, masalah geografis bisa pula menjadi

kendala terbesar. Sebab, penduduknya terse-

bar di gugusan pulau yang lebih dari seribu

buah, dengan luas 10.595 kilometer persegi.

Bisa jadi, para pejabat pemerintah cuma bisa ‘
bertemu beberapa bulan sekali.

A. Usmar Almarwan }O



